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Abstract 

 

The COVID-19 pandemic is a severe problem for the economies of many 

countries, including Indonesia. Low specimen testing capacity causing 

uncontrolled transmission. The Indonesian economy is faced with a recession. 

The economic vulnerability to the COVID-19 pandemic needs attention as a 

basis for making the right policies. This study aims to build an economic 

vulnerability index to COVID-19 and map the vulnerability of the regional 

economy to form priority groups for economic policies. This index consists of 

two dimensions: exposure and shock. It was found that the score for 

Indonesia’s economic vulnerability index to COVID-19 reached 56,58. Provinces 

in Java Island tend to have a high economic vulnerability, especially DKI Jakarta. 

Furthermore, the economic vulnerability index has a significant negative 

relationship with the GRDP growth in the 2nd quarter of 2020. Through 

quadrant analysis, four priority groups were obtained. Priority I consist of DKI 

Jakarta, Banten, West Java, Bali, and DI Yogyakarta, which need more attention 

from the government. This is because of the high possibility of shocks and 

structurally more exposed to the economic impacts caused by the COVID-19 

pandemic shocks.  
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia setidaknya telah mencatat lebih dari 150 ribu kasus terkonfirmasi positif 

Coronavirus Disease-19 (COVID-19) dalam kurun waktu enam bulan sejak kasus pertama pada 

2 Maret 2020 (WHO Indonesia, 2020). Angka ini telah melampaui China sebagai negara 

pertama tempat ditemukan virus ini dalam kurun waktu yang sama sejak kasus pertamanya. 

Secara kumulatif di seluruh dunia, total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 hingga Agustus 

2020 telah melampaui 20 juta jiwa, dengan 800 ribu di antaranya berakhir meninggal dunia 

(WHO, 2020). Cepatnya penyebaran virus COVID-19 disebabkan karena penularan melalui 

droplet dan efek leher botol (bottle neck) yang disebabkan transmisi oleh orang terinfeksi tanpa 

gejala (Yu & Yang, 2020).  

Keparahan epidemi COVID-19 di Indonesia saat ini dianggap hanya sebagian kecil dari yang 

sebenarnya terjadi akibat fenomena gunung es dalam hal pengujian spesimen untuk mendeteksi 

keberadaan virus ini (Manusubroto et al., 2020). Indonesia tergolong salah satu negara dengan 

kemampuan paling rendah dalam hal kuantitas pengujian COVID-19 (Suhartono, 2020). 

Kapasitas pelaksanaan pengujian COVID-19 Indonesia per 28 Agustus 2020 adalah 7.918 orang 

dalam tiap satu juta penduduk (Worldometers, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masih 

terdapat banyak masyarakat yang belum dapat dipastikan statusnya. Selain itu, ketimpangan 

mortality rate yang rendah dan Case Fatality Rate (CFR) yang tinggi di Indonesia dapat 

mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak kasus yang belum terdeteksi (Manusubroto et 

al., 2020). Kapasitas pengujian yang lemah akan menyebabkan penularan menjadi tidak 

terkontrol, terutama pada orang terinfeksi tanpa gejala yang tidak melakukan pembatasan 

kontak. 

Ekonomi menjadi muara dari berbagai permasalahan yang muncul akibat pandemi COVID-

19. Diperkirakan sepanjang 2020 ini, ekonomi dunia akan berkontraksi hingga -5,2 persen 

(World Bank, 2020). Angka tersebut membuat pandemi COVID-19 dapat menyebabkan resesi 

terparah dalam delapan dekade terakhir, melebihi kondisi resesi pada tahun 1991 dan 2009. 

Perekonomian negara dapat dikatakan memasuki periode resesi bila sekurang-kurangnya telah 

mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut (Mankiw, 2007). Berdasarkan rekaman 

sejarah, wabah beberapa penyakit seperti plague, kolera, dan yellow fever, juga telah menjadi 

perhatian internasional karena ancamannya pada perdagangan internasional dan stabilitas 

jangka panjang perekonomian global (White, 2020). Kejatuhan ekonomi muncul akibat faktor 

yang kompleks. Beban biaya kesehatan yang harus ditanggung, serta upaya-upaya menghindari 

penularan yang berujung pada berkurangnya aktivitas dan turunnya produktivitas, terutama 

perdagangan (Bloom et al., 2018). 

Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari kondisi yang tengah terjadi. Setelah 

pertumbuhan ekonomi melemah pada kuartal-I tahun 2020, nilai PDB Indonesia turun sebesar 

5,32 persen pada kuartal-II secara year-on-year (BPS, 2020b). Apabila kembali terjadi kontraksi 

pada kuartal selanjutnya, Indonesia akan dihadapkan pada situasi resesi. Sinyal yang telah 

ditangkap adalah deflasi sebesar -0,10 persen pada Juli 2020, terutama pada kelompok makanan, 

minuman, dan tembakau dengan deflasi terbesar mencapai -0,73 persen (BPS, 2020a). Saat resesi 

cenderung terjadi perlambatan peningkatan harga, namun dalam prosesnya menciptakan lebih 

banyak pengangguran (Case & Fair, 2007). 

Pandemi COVID-19 terhitung sebagai intervensi yang memberikan guncangan terhadap 

perekonomian. Perekonomian yang rentan akan mengalami kejatuhan yang parah apabila tidak 

mendapat perhatian dan diberi kebijakan yang tepat. WHO menyatakan bahwa kemungkinan 

terbaik tersedianya vaksin COVID-19 adalah 18 bulan sejak mulai merebak (Grenfell & Drew, 

2020). Hal ini berarti bahwa masih dibutuhkan waktu lebih panjang untuk bertahan dalam 

situasi pandemi. Pemetaan kerentanan perekonomian nasional dan daerah menjadi sangat 

penting sebagai acuan bagi pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi maupun 

pemulihan. 
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Pengukuran kerentanan ekonomi pertama kali diinisiasi oleh United Nation - Committee for 

Development Policy (UN-CDP), yang dikenal sebagai Economic Vulnerability Index (EVI). Indeks ini 

merupakan indeks yang berguna untuk mengkaji kerentanan struktural perekonomian negara 

berkembang terhadap kemungkinan guncangan (Guillaumont, 2009). Pada tahun 2009, skor 

EVI Indonesia adalah 23,00 dalam skala 0 - 100 (Cariolle, 2010). Sayangnya, skor EVI tidak dapat 

digunakan sebagai dasar penilaian kerentanan saat pandemi ini. Selain periode waktu yang 

sudah terlalu lama, indikator guncangan yang digunakan dalam penyusunan indeks ini bersifat 

umum, mencakup berbagai macam bencana alam dan perubahan iklim. Hal ini membuatnya 

menjadi kurang relevan dengan situasi kerentanan ekonomi terhadap pandemi.  

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk indeks kerentanan ekonomi sebagai gambaran 

situasi pandemi COVID-19. Indeks disusun tidak hanya untuk tingkat nasional (Indonesia), 

tetapi juga untuk tingkat provinsi. Indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 dapat dikaji 

sebagai dasar pemetaan kerentanan perekonomian daerah dan pengelompokkan prioritas 

kebijakan ekonomi, terutama dalam rangka pemulihan.  

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kerentanan Ekonomi 

Konsep kerentanan (vulnerability) dewasa ini semakin sering digunakan dalam berbagai bidang 

studi ilmiah, utamanya yang terkait dengan kebencanaan. Konsep tersebut terus berkembang 

dengan semakin bervariasinya krisis yang dihadapi dunia. Menurut UN (2015), kerentanan 

merupakan risiko yang melekat pada suatu negara dalam menghadapi bahaya keterpaparan atas 

guncangan, baik yang bersifat eksogen maupun endogen. Secara umum, terdapat tiga jenis 

kerentanan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bagi negara berkembang, kerentanan ekonomi telah 

menjadi isu penting dalam literatur teori pembangunan sejak awal dekade 1990-an (Feindouno 

& Goujon, 2016). Perekonomian yang rentan akan mengancam negara berkembang untuk 

semakin tertinggal. 

Kerentanan ekonomi dari suatu negara dapat didefinisikan sebagai risiko terganggunya 

pembangunan akibat dari guncangan alamiah dan eksternal yang dihadapi (Guillaumont, 2009). 

Guncangan alamiah yang dimaksud adalah bencana alam, sedangkan guncangan eksternal 

meliputi ketidakstabilan ekonomi dunia. Dalam penelitian yang sama, Guillaumont (2009) juga 

menyebutkan bahwa kerentanan dalam konteks ekonomi dapat terjadi karena tiga determinan 

berikut: 

1. guncangan (shock) yang dapat direpresentasikan dari segi ukuran dan frekuensi terjadinya. 

Guncangan ini mencakup guncangan yang telah diamati (ex post) maupun yang tengah 

diantisipasi (ex ante); 

2. keterpaparan (exposure) terhadap kemungkinan guncangan tersebut, serta; 

3. kemampuan bereaksi atau ketahanan (resilience) terhadap guncangan. 

Dari ketiga determinan tersebut, ketahanan dapat dibedakan dengan dua komponen lainnya. 

Guncangan dan keterpaparan cenderung bersifat struktural (Feindouno & Goujon, 2016). 

Sementara itu, ketahanan lebih bergantung pada kebijakan saat ini, lebih mudah berputar arah, 

dan kurang struktural (Guillaumont, 2011). Hal ini akan membuat konsep kerentanan menjadi 

tidak mendasar. Dalam rangka mengukur kerentanan secara lebih tepat, sebagian peneliti dan 

lembaga memisahkan aspek ketahanan dari kedua aspek lainnya. 

2.2. Pengukuran Kerentanan Ekonomi: Economic Vulnerability Index 

Kerentanan ekonomi dapat diukur melalui berbagai metode, salah satunya melalui pembentukan 

indeks multidimensi. Pada tahun 2000, UN-CDP menggagas pembentukan EVI sebagai salah 

satu kriteria dalam mengidentifikasi negara-negara terbelakang (Feindouno & Goujon, 2016). 

Dalam beberapa forum ilmiah internasional, sebagai ukuran kerentanan, EVI juga dapat berperan 
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menjadi dasar pengalokasian bantuan kepada negara-negara yang rentan (Guillaumont, 2011). 

Dalam perkembangannya, EVI telah mengalami empat kali perbaikan. Metode perhitungan yang 

digunakan dalam pembentukan indeks terakhir pada tahun 2015 mengacu pada perbaikan tahun 

2012 (Feindouno & Goujon, 2016). 

EVI mengukur kerentanan ekonomi suatu negara melalui dua dimensi: exposure 

(keterpaparan) dan shocks (guncangan) dalam skala 0 hingga 100 (Guillaumont, 2011). Resilience 

(ketahanan) yang merupakan salah satu determinan kerentanan ekonomi tidak digunakan 

karena EVI berfokus untuk menghitung kerentanan struktural, sedangkan resilience dianggap 

memberikan cacat pada sifat struktural tersebut. Dimensi exposure disusun berdasarkan 4 

indikator: ukuran, lokasi, struktur, dan lingkungan. Berdasarkan indikator tersebut, 

keterpaparan suatu negara terhadap guncangan secara umum akan lebih besar ketika ukuran 

kecil (yang menyebabkan ketergantungan besar), tidak terjangkau oleh pasar ekonomi dunia, 

terkonsentrasi pada sektor atau komoditas tertentu, dan memiliki lingkungan yang 

menyebabkannya lebih terpapar (Feindouno & Goujon, 2016). Di sisi lain, dimensi shock diukur 

berdasarkan dua indikator: guncangan secara alamiah dan dari sisi perdagangan. Kedua dimensi 

tersebut kemudian diagregasi menjadi satu kesatuan indeks multidimensi yang disebut EVI. 

Variabel yang digunakan untuk menggambarkan indikator dan dimensi dalam pembentukan 

EVI cenderung bersifat umum karena melibatkan shock yang terjadi dalam jangka waktu yang 

lama dalam sebuah negara, mencakup: bencana alam dan perubahan iklim (Guillaumont, 2009). 

Dalam situasi khusus seperti pandemi, perekonomian suatu negara bisa berada dalam tingkat 

kerentanan yang berbeda. World Food Programme atau WFP (2020) melakukan penyusunan indeks 

kerentanan ekonomi Nepal terhadap COVID-19 dengan mengikuti kerangka kerentanan 

terhadap perubahan iklim yang diperkenalkan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 

Kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim bergantung pada tiga komponen: exposure 

atau keterpaparan, sensitivity atau sejauh mana suatu wilayah dipengaruhi oleh rangsangan berupa 

perubahan iklim, adaptive capacity atau kemampuan wilayah menyesuaikan diri terhadap 

perubahan iklim, dan keterpaparannya terhadap dampak-dampak perubahan iklim (IPCC, 2001). 

Selain itu, European Investment Bank (EIB) juga melakukan penyusunan COVID-19 Economic 

Vulnerability Index. Tiga faktor penyusun indeks tersebut adalah: kualitas fasilitas kesehatan dan 

usia masyarakat, struktur ekonomi, serta keterpaparan kemampuan merespon shock akibat 

COVID-19 (Davradakis et al., 2020). 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Cakupan penelitian 

Penelitian ini menghitung indeks kerentanan ekonomi terhadap pandemi COVID-19 pada 

level nasional dan 34 provinsi di Indonesia. Perhitungan indeks ini terbatas untuk kondisi 

pada triwulan kedua 2020. Oleh karenanya, keseluruhan indikator dan variabel yang 

digunakan dalam penyusunannya mengacu pada kondisi terakhir pada triwulan II (April -

Juni 2020). Periode waktu ini diambil karena penyebaran COVID-19 di Indonesia dimulai 

pada bulan Maret 2020 dan kontraksi perekonomian mulai terjadi pada periode tersebut. 

Data yang tidak tersedia pada periode tersebut kemudian dilakukan pendekatan dengan 

menggunakan angka terakhir atau terbaru yang dipublikasikan (2018-2020).  

3.2. Variabel dan dimensi 

Indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 yang dibangun dalam penelitian ini 

merupakan indeks komposit yang terdiri atas dua dimensi dan enam indikator. Dua dimensi 

tersebut meliputi keterpaparan (shock) dan guncangan (exposure). Dimensi ketahanan atau 

resilience tidak diikutsertakan dalam penyusunan indeks ini, selaras dengan EVI UN -CDP 

(Feindouno & Goujon, 2016). Setiap dimensi terdiri atas beberapa indikator dan setiap 

indikator diukur menggunakan variabel. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 
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ini merupakan angka-angka yang dikumpulkan dari berbagai sumber data sekunder sehingga 

perhitungan dapat dilakukan pada periode-periode selanjutnya pula. 

Dimensi keterpaparan mengukur seberapa besar kemungkinan wilayah Indonesia dan 

ke-34 provinsi untuk terpengaruh dari segi ekonomi dengan adanya guncangan. Indikator-

indikator yang tercakup dalam dimensi ini merefleksikan kondisi struktural suatu wilayah 

sesuai dengan konsep EVI UN-CDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator akses ekonomi 

diukur menggunakan variabel keberadaan sarana penunjang ekonomi dalam rangka 

mengidentifikasi aspek remoteness atau keterpencilan suatu wilayah. Selain itu, indikator 

struktur masyarakat didekati dengan proporsi penduduk yang bekerja pada sektor 

perekonomian yang paling rentan dalam menghadapi pandemi, yaitu sektor H (transportasi 

dan pergudangan) dan sektor I (penyediaan akomodasi dan makan-minum). Pendekatan 

tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran situasi masyarakat yang berpeluang besar 

untuk terpapar oleh adanya guncangan pandemi COVID-19. Di samping itu, indikator 

kondisi subyek bertujuan untuk mengukur seberapa terpapar kondisi subyek terhadap 

kemungkinan terjadinya guncangan pandemi COVID-19, yang diwakili oleh proporsi pekerja 

dengan mobilitas tinggi.  

Selaras dengan tujuan penelitian, dimensi guncangan terdiri atas dua indikator yang 

mana indikator pertama secara spesifik mengukur tingkat penyebaran COVID -19. Hal ini 

berbeda dengan konsep EVI milik UN-CDP yang mengikutsertakan beragam jenis bencana 

alam sebagai guncangan. Dengan demikian, indeks yang terbentuk akan lebih fokus dalam 

mengukur kerentanan ekonomi terhadap situasi pandemi COVID-19. Di samping itu, 

guncangan perdagangan juga diikutsertakan untuk mengetahui dampak yang dirasakan dari 

kondisi perdagangan global. Tabel 1 memberikan ringkasan definisi dari setiap variabel 

dalam kedua dimensi serta sumber data yang digunakan.  

Bagian ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis perlu 

menguraikan alasan-alasan yang digunakan untuk menjustifikasi penggunaan metode 

tersebut serta mendeskripsikannya secara memadai termasuk juga mengapa metode 

alternatif lainnya tidak dipilih. Bagian ini juga digunakan untuk menguraikan jenis dan 

sumber data yang digunakan serta proses analisisnya.  

TABEL -1: Dimensi, indikator, definisi variabel, dan sumber data indeks 

kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 

 

Indikator Variabel Deskripsi Variabel Sumber Data 

Dimensi Keterpaparan 

Ukuran Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km2) 

Jumlah penduduk  untuk  setiap  kilometer 

persegi luas wilayah, berasal dari variabel: (1) 

jumlah penduduk hasil proyeksi tahun 2020 

(jiwa) dan (2) luas wilayah (km2). 

BPS, 2020 

Keterpencilan Keberadaan 

Sarana Penunjang 

Ekonomi 

Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana 

penunjang ekonomi, seperti pegadaian, ATM, 

dll. 

Statistik 

Potensi Desa, 

BPS, 2018 
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Struktur 

Masyarakat 

Proporsi 

Penduduk 

Bekerja di Sektor 

H dan I 

Proporsi penduduk yang bekerja pada sektor 

paling rentan terhadap pandemi COVID-19 

yaitu: [H] transportasi dan pergudangan, serta 

[I] penyediaan akomodasi dan makan-minum 

pada bulan Februari 2020. 

 BPS, 2020 

Kondisi 

Subjek 

Proporsi Pekerja 

Mover 

Proporsi pekerja yang melakukan mobilitas 

non-permanen, yaitu tinggal dan bekerja di 

kabupaten yang berbeda. Terdiri atas pekerja 

komuter dan sirkuler. 

Statistik 

Mobilitas 

Penduduk dan 

Tenaga Kerja 

BPS, 2020 

Dimensi Guncangan 

Penyebaran 

COVID-19 

Kasus 

Terkonfirmasi 

Positif COVID-19 

Jumlah kasus dengan hasil positif pada 

pemeriksaan laboratorium RT-PCR untuk 

setiap 100.000 penduduk, kondisi pada 30 Juni 

2020. 

BNPB, 2020 

Guncangan 

Perdagangan 

Rata-rata 

Pertumbuhan 

Nilai Ekspor 

Bulanan 

Pertumbuhan nilai ekspor total menurut 

pelabuhan muat dalam periode 1 bulan. 

BPS, 2020 

3.3. Tahapan Pembentukan Indeks 

Berdasarkan konsep dimensi-indikator-variabel yang telah dijelaskan di atas, disusun indeks 

kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 dengan mengadopsi prosedur yang digunakan oleh 

OECD (2008) dengan penyesuaian dalam beberapa langkah, yaitu: (1) penyusunan kerangka 

konseptual; (2) pemilihan data berdasarkan indikator; (3) normalisasi data; (4) penentuan 

bobot dan pembobotan; (5) agregasi; (6) analisis sensitivitas dan ketidakpastian; dan (7) 

visualisasi hasil. Setelah indeks terbentuk, dilakukan analisis klasifikasi dan visualisasi. 

Tahapan penyusunan kerangka konseptual dan pemilihan data dalam pembentukan indeks 

ini telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan normalisasi data. Normalisasi penting untuk 

dilakukan sebelum melakukan agregasi karena data-data yang digunakan tidak memiliki 

satuan yang sama. Normalisasi akan membuat seluruh data berada pada rentang yang sama, 

yaitu dari 0 sampai dengan 100. Pada penelitian ini, digunakan normalisasi min-max dengan 

menetapkan batas minimum dan maksimum pada setiap indikator. Penentuan batas 

minimum dan maksimum didasarkan pada kondisi ideal, target, data statistik dunia, maupun 

menggunakan nilai data yaitu menambahkan 2 kali standar deviasi kepada nilai maksimum. 

Normalisasi untuk variabel-variabel dengan arah positif (+) atau semakin besar nilainya akan 

memperbesar indeks pada masing-masing dimensi menggunakan formula (1): 

𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑥𝑎−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
∗ 100              (1) 

di mana x_a merupakan nilai asli dari indikator tersebut, sedangkan x_max dan x_min 

berturut-turut merupakan batas maksimal dan minimal. Sedangkan untuk variabel dengan 

arah negatif (–) atau bertambahnya nilai akan memperkecil indeks masing-masing dimensi, 

menggunakan formula (2): 

𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑎

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
∗ 100                (2) 

Arah variabel serta batas minimum dan maksimum secara lengkap diuraikan dalam 

Tabel 2. Setelah seluruh variabel dinormalisasi, dilakukan pembobotan dengan mengacu 
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pada aturan dari EVI UN-CDP (Feindouno & Goujon, 2016). Pembobotan terlebih dahulu 

dilakukan untuk setiap indikator sehingga bernilai 100 persen jika dijumlahkan terhadap 

dimensi. Kemudian, digunakan equal weighting atau pembobotan sepadan untuk tiap-tiap 

dimensi. Aturan pembobotan dalam pembentukan indeks ini diuraikan dalam Tabel 2. 

TABEL-2: Batas minimum-maksimum dan pembobotan indikator 

Setelah melakukan normalisasi dan pembobotan, tahapan berikutnya adalah melakukan 

agregasi indikator. Terdapat dua tahap dalam proses agregasi, yaitu: (1) agregasi untuk 

menghasilkan indeks setiap dimensi dan (2) agregasi untuk mendapatkan Indeks Kerentanan 

Ekonomi terhadap COVID-19. Pertama, indeks untuk setiap dimensi didapatkan dari agregasi 

menggunakan rata-rata tertimbang aritmatik dengan formula (3) dan (4): 

𝐼𝑘𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛 =
∑ 𝑤𝑖∗𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
4
𝑖=1

             (3) 

𝐼𝑔𝑢𝑛𝑐𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =
∑ 𝑤𝑖∗𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑖

2
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
2
𝑖=1

             (4)  

dengan w_i adalah bobot untuk setiap indikator dan 〖xnorm〗_i merupakan nilai indikator 

ke-i yang telah ternormalisasi. Kedua indeks tersebut bernilai 0-100. Nilai 0 menggambarkan 

kondisi terbaik (tidak rentan dan tidak terguncang), sedangkan nilai 100 menggambarkan 

kondisi terburuk (paling rentan dan paling terguncang).  

Agregasi tahap kedua untuk mendapatkan Indeks Kerentanan Ekonomi terhadap 

COVID-19 dilakukan dengan menggunakan rata-rata geometrik. Agregasi menggunakan 

rata-rata geometrik juga digunakan pada perhitungan IPM metode baru dan terbukti lebih 

bermakna dibandingkan metode rata-rata aritmatik. Formula agregasi (5) memanfaatkan 

nilai indeks kerentanan dan indeks guncangan yang diperoleh pada tahap sebelumnya: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 − 19 = √𝐼𝑘𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛 ∗ 𝐼𝑔𝑢𝑛𝑐𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
2           (5) 

Indeks tersebut bernilai 0-100 yang berturut-turut menggambarkan kondisi paling tidak rentan 

sampai dengan kondisi paling rentan. 

Setelah indeks terbentuk, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis lanjutan. 

Menurut OECD (2008), analisis sensitivitas (sensitivity) dan ketidakpastian (uncertainty) harus 

dilakukan untuk menilai kekuatan indikator komposit yang digunakan dalam menyusun indeks. 

Dalam analisis tersebut, diperlukan skenario-skenario metodologis lain sebagai pembanding 

dari metodologi yang telah ditetapkan dalam pembentukan indeks ini. Skenario yang dapat 

digunakan menurut OECD (2008) diantaranya adalah memasukkan atau mengeluarkan 

indikator lain, menggunakan metode normalisasi yang berbeda, aturan pembobotan yang 

Indikator Arah Batas Min Batas Max Bobot 

Dimensi Keterpaparan 
   

0,5 

Ukuran Positif 0 25.000 0,25 

Keterpencilan Negatif 0 100 0,25 

Struktur Masyarakat Positif 0 30 0,25 

Kondisi Subjek Positif 0 40 0,25 

Dimensi Guncangan 
   

0,5 

Penyebaran COVID-19 Positif 0 130,782 0,5 

Guncangan Perdagangan Negatif -100,687 311,982 0,5 
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berbeda, serta penggunaan metode agregasi yang berbeda. Hasil perhitungan indeks 

menggunakan skenario-skenario tersebut kemudian divisualisasikan dalam diagram untuk 

menangkap pola yang terjadi.  

3.4. Metode Analisis Indeks 

Indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 yang telah terbentuk kemudian dianalisis 

secara deskriptif, disajikan secara lebih menarik melalui proses visualisasi untuk dapat 

memudahkan interpretasi hasil. Visualisasi dilakukan menggunakan diagram batang untuk 

indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 secara umum dan indeks untuk setiap 

dimensi yaitu indeks keterpaparan dan indeks guncangan. Selajutnya, dilakukan pula 

analisis korelasi antara nilai indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID -19 dengan laju 

pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020. Metode yang digunakan adalah analisis korelasi 

Pearson dan hasilnya disajikan dalam diagram pencar (scatter diagram). Dilakukannya analisis 

ini sejalan dengan OECD (2008), yang menyebutkan bahwa indeks yang telah terbentuk 

sebaiknya dapat dikorelasikan dengan ukuran lain yang relevan.  

Sejalan dengan tujuan kedua penelitian ini yaitu pengkajian indeks sebagai dasar 

pemetaan kerentanan perekonomian daerah dan pengelompokkan prioritas kebijakan 

ekonomi, dilakukan pula analisis kuadran. Analisis kuadran mengukur hubungan antara dua 

indikator dimensi yang telah terbentuk yaitu indeks keterpaparan dan indeks guncangan. 

Analisis kuadran memetakan 34 provinsi di Indonesia berdasarkan hubungan antara kedua 

indeks tersebut, atau secara teknis berdasarkan letaknya dalam kuadran. 
 

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Indeks Kerentanan Ekonomi terhadap COVID-19 

Indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 disusun untuk tingkat nasional (Indonesia) serta 

provinsi. Skor indeks kerentanan ekonomi Indonesia terhadap COVID-19 adalah 56,68. Untuk 

masing-masing dimensi, secara berturut-turut, skor indeks keterpaparan dan guncangan ekonomi 

Indonesia terhadap COVID-19 adalah 46,27 dan 69,43. Indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-

19 pada tingkat provinsi ditunjukkan pada Gambar 1. 

GAMBAR-1: Indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 
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Secara keseluruhan, terdapat tujuh provinsi yang memiliki skor indeks lebih tinggi daripada skor 

indeks tingkat nasional, mencakup: DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Banten, 

Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan perhitungan, diperoleh bahwa Provinsi DKI Jakarta 

memiliki skor indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 tertinggi di antara 34 provinsi, 

mencapai 73,73. Bali dan Kalimantan Selatan menduduki posisi kedua dan bertiga, dengan indeks 

kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 berturut-turut 62,08 dan 61,84. Sementara itu, Nusa 

Tenggara Barat menjadi provinsi dengan skor indeks kerentanan terendah, yaitu sebesar 41,32. 

Berdasarkan hasil indeks tersebut, terlihat bahwa provinsi-provinsi yang rentan tidak terkonsentrasi 

pada salah satu wilayah tertentu. Namun demikian, kerentanan provinsi-provinsi di Pulau Jawa 

cenderung masih tinggi, di mana seluruhnya memiliki skor di atas 50,00. Untuk mendapatkan 

informasi yang lebih detail, hasil perhitungan untuk indeks keterpaparan dan indeks guncangan 

sebagai dimensi yang menyusun indeks kerentanan terhadap COVID-19 juga ditampilkan pada 

Gambar 2. 

GAMBAR-2: Indeks keterpaparan ekonomi terhadap COVID-19 

 

Provinsi dengan indeks keterpaparan ekonomi terhadap COVID-19 tertinggi adalah DKI Jakarta 

dengan skor 63,15. Kemudian secara berturut-turut yaitu Banten dan Jawa Barat, dengan indeks 

sebesar 56,02 dan 54,28. Di sisi lain, provinsi dengan skor terendah adalah Papua dengan indeks 

keterpaparan sebesar 34,96. Tingkat keterpaparan ekonomi terhadap COVID-19 secara struktural di 

Indonesia cenderung lebih besar pada kawasan Indonesia bagian barat mencakup Jawa dan Sumatera. 

Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi COVID-19 

lebih besar pada wilayah barat Indonesia, sebagaimana ketimpangan kondisi perekonomian secara 

umum juga terjadi antara wilayah barat dan timur Indonesia (Bhinadi, 2003; Sukwika, 2018). 
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Berdasarkan besarnya kemungkinan guncangan perekonomian yang dihadapi selama pandemi 

COVID-19, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi yang tertinggi, dengan skor sebesar 86,1. Provinsi 

Kalimantan Selatan kemudian dan Sulawesi Selatan mengikuti dengan skor indeks guncangan sebesar 

83,8 dan 78,9. Indeks guncangan ini menggambarkan keparahan pandemi COVID-19 dan 

ketidakstabilan perdagangan internasional pada masing-masing daerah. Provinsi Aceh dengan skor 

indeks guncangan sebesar 42,7 merupakan yang terendah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 

situasi kasus COVID-19 tidak terlalu parah dan ekspor masih tumbuh secara progresif di tengah 

pandemi sehingga guncangan yang mungkin dihadapi oleh perekonomian lebih kecil. 

GAMBAR-3: Indeks guncangan ekonomi terhadap COVID-19 

 

4.2. Analisis Sensitivitas dan Ketidakpastian 

Analisis sensitivitas dan ketidakpastian dilakukan untuk menunjukkan hasil yang diperoleh 

berdasarkan data yang digunakan merupakan produk dari proses metodologi (WFP, 2020). Penelitian 
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sensitivitas dilakukan dengan melakukan penyesuaian sebagai berikut: 

1. Skenario I: Penggunaan metode normalisasi maksimum-minimum data. 

2. Skenario II: Penggunaan metode agregasi aritmatik antardimensi dalam membentuk indeks akhir. 

3. Skenario III: Penghilangan indikator kepadatan penduduk pada dimensi keterpaparan. 

4. Skenario IV: Pembobotan equal-weighted pada seluruh indikator tanpa memperhatikan dimensi. 
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Indeks membentuk pola konsisten. Skenario II, III, dan IV menghasilkan skor indeks tidak jauh 

berbeda dengan skor Indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 yang digunakan dalam 

penelitian ini. Pada skenario I dengan metode normalisasi nilai maksimal dan minimal berdasarkan 

sebaran data yang ada, disparitas skor indeks antarprovinsi menjadi lebih besar, namun tetap 

menunjukkan pola yang sama. Disparitas yang besar disebabkan metode normalisasi maksimum-

minimum memaksimalkan range dari skor indikator berdasarkan distribusi data (OECD, 2008). Hal 

ini akan menyebabkan skor ataupun indeks yang terbentuk tidak dapat dikaitkan dengan sebuah 

target atau keadaan optimal. 

GAMBAR-4: Analisis sensitivitas dan ketidakpastian indeks menggunakan 4 skenario  

 

4.3. Kajian Indeks Kerentanan Ekonomi terhadap COVID-19 dan Prioritas Kebijakan 

Menurut OECD (2008), hasil pembentukan indeks perlu dibandingkan dengan ukuran terkait yang 

telah ada sebelumnya. Kerentanan ekonomi secara umum dapat digambarkan melalui laju 

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan nilai PDB atau PDRB. Penelitian ini 

membandingkan nilai Indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 dengan laju PDRB triwulan-

II (April-Juni) 2020. 

GAMBAR-5: Hubungan laju PDRB triwulan-II dan indeks kerentanan ekonomi 

terhadap COVID-19 
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Pada periode ini, Provinsi Bali mengalami kontraksi perekonomian terbesar, yaitu mencapai -

10,98 persen secara year-on-year. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Provinsi Papua, 

dengan nilai pertumbuhan mencapai 4,52 persen secara year-on-year. Dengan menggunakan uji 

korelasi Pearson, diperoleh korelasi sebesar -0,514. Berdasarkan hasil pengujian, dengan tingkat 

signifikansi sebesar 1 persen, dapat diyakini bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara 

indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 dengan laju PDRB pada triwulan-II. 

Indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 adalah ukuran yang berguna untuk menjadi 

dasar penentuan intervensi dan kebijakan ekonomi yang diperlukan dalam menghadapi pandemi 

(WFP, 2020). Untuk memberikan gambaran kerentanan ekonomi yang lebih rinci pada masing-

masing provinsi, penelitian ini membentuk analisis kuadran antara indeks keterpaparan dan indeks 

guncangan. Hasil analisis kuadran dalam penelitian ini akan memetakan kerentanan perekonomian 

dan mengelompokkannya sebagai dasar penentuan prioritas kebijakan. Hal ini akan sangat membantu 

pemerintah menentukan langkah pemulihan perekonomian yang efektif dan efisien. 

GAMBAR-6: Analisis kuadran antara indeks keterpaparan dan indeks guncangan 

 

Analisis kuadran dalam penelitian ini membagi provinsi ke dalam empat kelompok berdasarkan 

skor intermediet (50,00) dengan kecenderungan: 
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pemulihan menyesuaikan kerentanan pada masing-masing prioritas. Diperoleh bahwa tidak terdapat 

provinsi yang termasuk ke dalam prioritas III, atau dengan kondisi tingkat keterpaparan yang tinggi 

namun kemungkinan guncangannya rendah. Secara lebih jelas, pengelompokkan provinsi 

berdasarkan kategori prioritasnya ditunjukkan dalam Gambar 7. 
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GAMBAR-7: Provinsi di Indonesia menurut prioritas hasil pemetaan kerentanan 

 

Diperoleh bahwa terdapat setidaknya lima provinsi dalam kategori prioritas I, yaitu DKI Jakarta, 

Banten, Jawa Barat, Bali, dan DI Yogyakarta. Provinsi yang masuk dalam kategori ini didominasi oleh 

provinsi di wilayah pulau Jawa serta Bali. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa sebagai pusat 

pertumbuhan nasional perlu mendapatkan perhatian lebih karena memiliki kemungkinan guncangan 

yang tinggi dan secara struktural lebih terpapar terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan 

guncangan pandemi COVID-19. Selanjutnya, hanya terdapat empat provinsi yang termasuk kategori 

prioritas IV, yaitu: Aceh, NTB, NTT, dan Lampung. Provinsi dalam kategori ini bukan berarti berada 

dalam kondisi yang aman, mengingat bahwa semua provinsi ini juga mengalami kontraksi 

perekonomian pada triwulan-II 2020. Namun demikian, faktor lain yang bersifat non-struktural 

seperti yang dimaksud sebagai resilience atau ketahanan ekonomi daerah tersebut mungkin yang 

menyebabkannya turut mengalami kontraksi. 

Sementara itu, seluruh provinsi lainnya, sebanyak 25 provinsi, berada dalam kategori prioritas II. 

Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan guncangan perekonomian yang dihadapi oleh kebanyakan 

provinsi di Indonesia berada pada tingkatan tinggi. Meskipun secara struktural tingkat 

keterpaparannya rendah, bukan tidak mungkin guncangan tersebut terus tumbuh dan memberikan 

dampak yang lebih besar bagi perekonomian. 

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Penelitian ini berfokus untuk membentuk indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 pada 

level nasional dan 34 provinsi di Indonesia, memetakan kerentanan tersebut, serta 

mengelompokkan prioritas kebijakan ekonomi. Dalam rangka menjawab tujuan penelitian 

tersebut, dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.  

Berdasarkan indeks kerentanan ekonomi yang terbentuk, skor nasional (Indonesia) adalah 

56,68 dari nilai kerentanan maksimum 100. Di sisi lain, skor indeks kerentanan tertinggi untuk 

wilayah provinsi diperoleh DKI Jakarta dengan nilai sebesar 73,7. Kerentanan provinsi-provinsi 

di Pulau Jawa cenderung tinggi, di mana seluruhnya memiliki skor di atas 50,00. Selain itu, dari 

tingkat keterpaparan ekonomi terhadap COVID-19 secara struktural, kawasan Indonesia bagian 

barat (mencakup Jawa dan Sumatera) lebih buruk kondisi keterpaparannya. Dari dimensi 

guncangan, terhitung 13 provinsi mendapatkan guncangan yang melebihi angka nasional. Dari 

penelitian ini didapatkan pula bahwa indeks kerentanan ekonomi terhadap COVID-19 

berkorelasi negatif dengan laju PDRB kuartal II 2020. Hal ini berarti bahwa semakin rentan 

ekonomi suatu wilayah terhadap COVID-19, semakin terkontraksi pula pertumbuhan 

ekonominya. Selanjutnya, dapat dibentuk empat kelompok prioritas kerentanan COVID-19. 

Kelompok prioritas I terdiri atas Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali dan DI 

Yogyakarta. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada provinsi pada kelompok 
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prioritas I karena memiliki kemungkinan guncangan yang tinggi dan secara struktural lebih 

terpapar terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Pada kelompok 

prioritas I, perlu diterapkan kebijakan yang berorientasi pada keadaan ketenagakerjaan yang 

rentan untuk pemulihan ekonomi seperti pemberian tunjangan pengangguran sementara, atau 

memperbanyak pengeluaran pada sektor-sektor yang bersifat investasi, seperti pendidikan dan 

kesehatan. Dengan demikian, ekonomi tidak saja terus bergerak, namun ada pembangunan masa 

depan yang sedang berjalan. 
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